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PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN
JL Sultan Hairun No. 1 Ambon Telp. 353546 Pswt 123

Menimbang |

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA AMBON

NOMOR - {3 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

LOPURISA AMBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;

bahwa penetapan persetujuan pendidikan sekolah swasta dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat
pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu
mendapat perhatian; ’

bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) LOPURISA Ambon
oleh Ketua Yayasan Lopurisa beserta Lampirannya dinilai telah memenuhi
syarat karena itu perlu diberi Izin Operasioanl dan ditetapkan dengan Surat
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahhn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah "Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar .
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19972 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat
dalam pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3485); '

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang
Pedoman dan Pendirian Sekolah; o

10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak
(TK) LOPURISA Ambon terhitung mulai tahun pelajaran 2009/201 O,

Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum pertama wajib tunduk -
dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dibidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana
pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya
proses pembelajaran;

Ketiga : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut izin
operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan

tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, % ~ Hcleuge 2009

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
Up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Gubernur Maluku

Up. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
Walikota Ambon;

Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
. Ketua Yayasan Lopurisa di Ambon.
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DEPARTEMEP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Achmad Yani Amben Sk. 8/21.
Telp. No. 2071 - 2387. Tlx. No. 73178. Tromol Pos 13.

- AMBON 97125
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Noe s 336/117/1/87. Aubon, 15 Oktober 1987
Lampiran - ’ . )
Hal ¢ Persetujuan Pendirian ' -

laman Kanak-nanak LUPURISA

91e11 Pengurus BP3-SDN Rutoig

~ersama Karang raruna Rajuno

Hitipory di Rutong
Kepada
-th. “Aetua Peugurus BP3-SDI] Rutong

d Rutong

LiMemperhatikan surat hepala Kantor Uepartemen Peauigikan dan Kcbuda-
yaan Kotamadya Ambon No.47/I17.1/1/87 tertanggal 5 Oktober 1987 hal
Rekomendasi permoionan Pendirian TK LUPURISA oleh Peigurus pP3- SDN
Rutoug bersama Karang Tarwia Rajwia Hitipory Tahua Ajaran 1987/19¢8
Surat nepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
Baguala Nos18/I17.145/D/87 tertaiggal 2 Oktober 1987 hal Rekomendze—
si permohoiian Pendirias TK dimaksud dau surat Pe.gurus DB3-SDN Ru -
toug bersama Karang Taruna Raiwao Hitipory No.O4/BP3/SD/Rtg/1 [/ C7
tertanggal 11 Juli 1987 tentaig permononan Pendirian Taman Kanak -
kanak LUPURISA Rutong Kecamatai Bagualas,

ZelMengingat sura® Keputusan Direktur Jenderal Pendidgikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/C/iiep/Ts83 Ler
taiiggal 23 Peuruari 19835 teitang syarat dan tata cara Pendirian Se-
kolgh Swasta, . '

JsSetelah mempelajari dan meueli'ti berkas permohonan Pendirian TK di-
maksud maka demgan iind kami atas Nama Meateri Pendidikan dan Kabuda
yaan Republik Indonesia memberikan persetujuan Pendirian Taman Kanak
Y.aualg LUPURIJL Rutoig Kecamatan Baguala Kotamadya Ambon oleh Pengua};\'
rus BF,=5DN Rutong bersama Karang ‘raruia Rajuno Hitipoxy terhitwuy
Tahun ajaran lv87/1988, ' )
Kami miutakan perhatian dari Pengurus BP5=-SDN Rutong bersama Karang
Taruna Rajuno Hitipory un:ﬁkamengelola Taman Kanak-kanak ini denz ,
sebaik-baikiyae 48 ,':‘i ot

Terima kasihe

TEMBUSAN Kepada Ythe: %
l.Bapak®desjen Depdikbud di Jakarta
2.Bapak Dirjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
3eBapak Gubermur KDH Tk.I Malukm di Ambon
LeDirektur Sekolah Swasta Ditjein Dikdasmen , —\a
Lepdikbud di Jakarta. | e FielleS __
BeDirektur Peudslssar Ditjea Dikdasmen e NTPG )
Depdikbud di Sakartas w=--NIPe 130049413
GeKetua Nm.sgawarah Perguruan Swasta(MPS)
Pusat di Jakarta

7+Koordivator Urdisan Administrasi Kamwil Depdikbud

_Propinsi Maluku di Ambort,

BeKepala Didang Dikdasgu Kauwi vepdikbud Propiuéi Haluku
di Ambone ]

YeWalikotamadya TkeIl Ambon Gi Ambort.

10 Ketua MPS Daerah Maluku di Amben

L1.Kepala Kantor Depaikbud Kotamadya Smbon di Laterdis

eKepala VWilayah Kecamatan Baguala di Passe
Kevala Kantor Depdikbudcam Baguala di Halonge
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